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Abstrak

Masalah pertanahan adalah masalah relasional manusia dengan tanah, yang terkandung
didalamnya dinamika hubungan sosial, ekonomi, dan politik, yang seringkali
memunculkan perselisihan dan konflik. Jember sebagai salah satu daerah di Jawa Timur
yang memiliki wilayah perkebunan cukup luas, juga tidak terlepas dari kasus konflik
tanah. Konflik tersebut melibatkan beberapa pihak, seperti masyarakat petani, PTPN dan
Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Eskalasi konflik terjadi secara dinamis pasang
surut antara warga petani dai tanah ketajek, pengusaha dan pemerintah/aparat.
Beberapa faktor yang memicu atau pendorong konflik atas tanah ketajek adalah,
pembatalan secara sepihak kesempatan dengan warga oleh pihak pengusaha dan
pemerintah, tumpang tindihnya serta tafsir yang berbeda atas peraturan yang ada
antara para pihak, konflik secara manifes terjadi jika muncul intimidasi pada
warga, adanya ketiakpusan sebagian warga atas keputusan pemerintah dengan
kelompok warga lain, yang menganggap tidak ada transparansi dalam proses
verifikasi. Dalam memperjuangkan kepentingan atas perselisihan tanah masing-
masing aktor menggunakan strategi, baik lobi atau negosiasi, kekerasan dan
mobilisasi, maupun melalui jalur hukum. Ada empat dimensi dalam cakupan
kebijakan penyelesaian konflik tanah perkebunan, yaitu dmensi struktural,
kultural, pelaku aktor dan relasional

Kata kunci: kebijakan; relasi aktor, konflik tanah; penyelesaian konflik
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika kasus konflik tanah di Indonesia masih tinggi dan cenderung
mengalami peningkatan. Dari banyak titik konflik tanah, wilayah perkebunan
merupakan titik konflik terbanyak. Jember sebagai salah satu daerah di Jawa
Timur yang memiliki wilayah perkebunan cukup luas, juga tidak terlepas dari
kasus konflik tanah. Sampai akhir tahun 2013 menunjukkan setidaknya ada
35.067,9 hektar tanah yang menjadi konflik, yang tersebar pada 17 desa di 7
kecamatan. Area tanah yang menjadi konflik berada pada wilayah perkebunan dan
kehutanan. Konflik tersebut melibatkan beberapa pihak, seperti masyarakat petani,
PTPN dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah secara diakronik bentuk konflik tanah di wilayah perkebunan?
2. Faktor apa saja yang menjadi pemicu konflik tanah di wilayah perkebunan?

3. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat, apa motif dan bagaimana strategi aktor
dalam mempengaruhi proses penyelesaian konflik tanah di wilayah perkebunan?
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, meskipun data yang
dipergunakan juga dapat bersifat kuantitatif, maka analisis yang digunakan adalah
dengan cara melakukan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah

dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar
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pengalaman dan temuan empiris. Metode untuk memperoleh data dilakukan
melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. yaitu
Bupati dan DPRD,Kepala badan pertanahan Jember, Manajer Perusahaan Daerah
Perkebunan Jember,Aparat keamanan, Aparat desa, tokoh serta kelompok
masyrakat, LSM yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan kasus
konflik pertanahan, juga Ahli terkait konflik dan masalah tanah atau agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil peneliti diperoleh gambaran bahwa Secara diakronik konflik yang
terjadi dalam kasus tanah ketajek dapat dibagi dalam tiga periode, orde lama, orde
baru dan orde baru. Dengan eskalasi konflik secara dinamis pasang surut antara

warga petani dai tanah ketajek, pengusaha dan pemerintah/aparat.
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Beberapa faktor yang memicu atau pendorong konflik atas tanah ketajek adalah,
pembatalan secara sepihak kesempatan dengan warga oleh pihak pengusaha dan
pemerintah, tumpang tindihnya serta tafsir yang berbeda atas peraturan yang ada
antara para pihak, konflik secara manifes terjadi jika muncul intimidasi pada
warga, adanya ketiakpusan sebagian warga atas keputusan pemerintah dengan
kelompok warga lain, yang menganggap tidak ada transparansi dalam proses
verifikasi. Dalam memperjuangkan kepentingan atas perselisihan tanah masing-
masing aktor menggunakan strategi, baik lobi atau negosiasi, kekerasan dan
mobilisasi, maupun melalui jalur hukum. Ada empat dimensi dalam cakupan
kebijakan penyelesaian konflik tanah perkebunan, yaitu dmensi struktural,

kultural, pelaku aktor dan relasional
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Gambar: Dinamika dan Dimensi Kebijakan Penyelesaian
konflik di daerah Perkebunan

KESIMPULAN

Secara diakronik konflik yang terjadi dalam kasus tanah ketajek dapat dibagi
dalam tiga periode, orde lama, orde baru dan orde baru. Dengan eskalasi konflik
secara dinamis pasang surut antara warga petani dai tanah ketajek, pengusaha dan

pemerintah/aparat. Beberapa faktor yang memicu atau pendorong konflik atas



tanah ketajek adalah, pembatalan secara sepihak kesempatan dengan warga oleh
pihak pengusaha dan pemerintah, tumpang tindihnya serta tafsir yang berbeda atas
peraturan yang ada antara para pihak, konflik secara manifes terjadi jika muncul
intimidasi pada warga, adanya ketiakpusan sebagian warga atas keputusan
pemerintah dengan kelompok warga lain, yang menganggap tidak ada
transparansi dalam proses verifikasi. Dalam memperjuangkan kepentingan atas
perselisihan tanah masing-masing aktor menggunakan strategi, baik lobi atau
negosiasi, kekerasan dan mobilisasi, maupun melalui jalur hukum Maka ada
beberapa hal yang peneliti sarankan, yaitu Untuk mengantisipasi adanya konflik
ulang secara ekskalatif besar, beberapa hal yang memicu konflik agar di
selesaikan, khususnya menghindari konflik antar kelompok, sehingga perlu
ditempuh jalur persuasif musyawarah yang bisa mengakomodasi kepentingan
warga yang belum mendapat rasa keadilan. Perlunya selanjutnya ditemukan
model terbaik dam menyelesaikan konflik ini secara fundamental, khususnya
dalam hal pengelolaan aset perusahaan daerah yang didevestasikan
pengelolaannnya pada koperasi agar lebih transparan sehingga tidak

menimbulkan kecurigaan dan memicu konflik baru

KATA KUNCI Kebijakan; Kebijakan; Relasi Aktor, Konflik Tanah;

Penyelesaian Konflik
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